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A. Konsep Hukum  

1. Definisi dan Karakteristik Hukum 

a. Definisi Hukum 

Daftar berikut ini mencakup definisi hukum dari sejumlah 

ahli.. 

1) Menurut Immanuel Kant, hukum adalah kerangka 

kerja menyeluruh yang melaluinya kehendak bebas 

seseorang dapat mengakomodasi kehendak bebas 

orang lain sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

tentang kemerdekaan. 

2) J. Cc. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto 

mendefinisikan hukum sebagai norma-norma yang 

bersifat memaksa dan mengatur bagaimana orang 

berperilaku dalam lingkungan masyarakat. 

Pelanggaran terhadap hukum ini akan menimbulkan 

dampak, termasuk pengenaan sanksi. 

3) Mochtar Kusumaatmadja mendeskripsikan hukum 

sebagai kumpulan konsep dan norma yang mengatur 

tata tertib, beserta lembaga-lembaga dan prosedur-

prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan 

berlakunya peraturan-peraturan itu dalam 

masyarakat. 

b. Karakteristik Hukum 

Hukum memiliki persyaratan bahwa setiap orang harus 

mematuhi arahan atau larangannya. Harus ada hukum 

yang mengontrol perilaku dan memaksa orang untuk 

KONSEP, KARAKTERISTIK, 
ALIRAN, PLURALISME DALAM 
SISTEM HUKUM INDONESIA 
DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., 
S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., 

M.M., M.Si., B.Sc., AP. 
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A. Perkembangan Hukum Adat Masa Kini 

Era globalisasi revolusi memasuki industri 5.0, mulanya 

telah ada beberapa pandangan yang mendahului pandangan 

yang menggambarkan era globalisasi saat ini. Pandangan ini 

pertama muncul di Amerika Serikat yaitu yang dibawa oleh para 

petualang eropa salah satunya Colombus karena memiliki 

harapan di benua Amerika yang ditemuinya ia dapat 

memperoleh keinginan untuk memperbaiki nasibnya agar lebih 

baik, salah satunya dengan mencari harta.  

Besarnya keinginan tersebut membuat pendatang dari 

Eropa Barat ini menganut paham individualisme (lebih 

mengedepankan kebutuhan dirinya sendiri) dan materialisme 

(kebutuhan akan kekayaan untuk diri sendiri) dengan jiwa 

tersebut filsafat ini kemudian dikenal sebagai Filsafat 

Hedonisme.(Kartasapoetra 1985) Filsafat ini memandang tujuan 

hidup adalah mencari kenikmatan dan kebahagiaan melalui 

kekayaan materiil yang melimpah. Aliran inilah yang dominan 

pada saat itu di Amerika Serikat. Para pendatang ini disebut 

sebagai kaum pionir. Dalam perkembangannya filsafat 

hedonisme ini menajam kepada filsafat yang disebut 

pragmatisme. Filsafat ini mengajarkan dalam hidup bagi 

seseorang yang terpenting harus dapat berbuat dengan baik dan 

tepat guna atau effisien yang dikenal dengan ajaran can doisme. 

Yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidup harus memiliki 

kemampuan yang lebih hebat, baik dan cepat (do more, do better, 

do faster). Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang lebih 

CIRI-CIRI HUKUM ADAT, 
SEJARAH PERKEMBANGAN 

HUKUM ADAT DI INDONESIA, 
SERTA MASYARAKAT HUKUM 

ADAT DI INDONESIA 
Dr (c ). Ir. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH., 

CMLC., C.Med., C.Ed, CTA. 
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A. Unsur dan Sumber Hukum 

1. Unsur Hukum 

Komponen-komponen hukum berikut ini dapat 

disimpulkan dari berbagai definisi hukum yang diberikan 

oleh para ahli dalam pembahasan sebelumnya: 

a. peraturan yang mengatur bagaimana orang harus 

berperilaku dalam masyarakat;  

b.  peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang 

berwenang;  

c. peraturan yang bersifat memaksa; dan  

d. hukuman yang tegas bagi yang melanggar peraturan. 

2. Sumber Hukum Indonesia 

Sumber hukum material dan sumber hukum formal 

adalah dua kategori sumber hukum. Opini dan sentimen 

hukum individu, serta opini masyarakat umum, berfungsi 

sebagai sumber hukum materiil, yang menentukan isi atau 

substansi hukum. Perwujudan isi atau substansi hukum 

material, yang menentukan bagaimana hukum benar-benar 

diberlakukan, berfungsi sebagai sumber hukum formal.  

a. Sumber Hukum Material 

Sumber hukum materiil adalah faktor yang 

membantu pembentukan hukum. Atau faktor-faktor atau 

kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari 

hukum; misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan 

politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan 

keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah 

UNSUR DAN SUMBER 
HUKUM DI INDONESIA, 
SERTA KONSTITUSI RI 

DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd. M.Si. 
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A. Partisipasi Warga Negara dalam Kehidupan Politik  

Peranan warga negara di bidang politik terutama 

menyangkut hak warga negara untuk mempengaruhi 

pembuatan kebijakan negara. Karena hukum merupakan 

produk kebijakan negara dan kekuasaan politik di negara 

hukum harus berlandaskan hukum, meskipun dalam realitas 

banyak perilaku politik yang ilegal, namun karena kedekatan 

tersebut peranan warga negara dibidang hukum dimasukkan 

dalam dimensi peranan warga negara di bidang politik.  

Dimensi peranan warga negara di bidang politik 

mencakup kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran secara lisan dan tertulis, equality before the law, dan 

persamaan dalam menjunjung hukum dan pemerintahan. 

Pemerintahan yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga 

negara adalah pemerintahan yang religius, demokratis dan 

berdasarkan hukum. Pengaturan tentang peranan ini sebagian 

besar telah diatur dalam undang-undang; bidang politik (Parpol, 

Pemilu, Susduk anggota MPR – DPR – DPRD), menyampaikan 

pendapat di muka umum, pers, kekuasaan kehakiman, Hukum 

Acara Pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

1. Kontrol Sosial Terhadap Kebijakan Negara 

Dengan demikian lewat media pers, warga negara 

dapat melakukan peranan di bidang politik berupa kritik dan 

kontrol yang konstruktif dalam upaya mempengaruhi 

pembuatan kebijakan negara dan pelaksanaanya. 

Kebijakan/kebijaksanaan negara yang menjadi sasaran 

PERAN WARGA NEGARA, PARPOL 
DAN ORMAS DALAM SISTEM 

POLITIK INDONESIA DAN 
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA 

Lis Lesmini, SH., MSi.  
Primadi Candra Susanto, SE., MM.Tr., 

CHRP. 
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A. Pengantar 

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan mata 

kuliah hukum yang masih baru di Indonesia, dan baru diakui 

sebagai mata kuliah tersendiri pada tahun 1947 pada Universitas 

Indonesia. Guru besarnya pada waktu itu HAN disebut 

Administratierecht (Hukum Tata Negara) masih menggunakan 

bahasa Belanda. Selanjutnya sejak tahun 1950-1960 

Administratierecht pada umumnya diterjemahkan dengan 

Hukum Tata Usaha Negara. Mulai tahun 1960 timbul beberapa 

istilah yaitu: 

UI➔ Hukum Administrasi Negara. 

UGM➔ Hukum Tata Usaha Negara. 

UNPAD➔ Hukum Tata Pemerintahan. 

Di beberapa negara istilah yang dipakai adalah : 

Belanda   : Administratife recht 

Inggris/Amerika Serikat  : Administrative law 

Perancis    : Droit administratife 

Jerman    : Verwaltung recht 

 

B. Pengertian Hukum Administrasi Negara 

Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang 

Hukum Administrasi Negara:2 

 
2 Sahya Anggara, 2018, Hukum Administrasi Negara, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 
17 – 20. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Fakhruddin Razy, 2020, Buku Ajar 
Hukum Administrasi Negara, CV. Pena Persada, Banyumas Jawa Tengah, hlm. 2 – 6. 

HUKUM 
ADMINISTRASI 

NEGARA 
Imme Kirana, S.H, M.H. 
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A. Pengertian Hukum Perdata 

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh 

Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada 

masa penduduka Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum 

perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Ada beberapa ahli 

yang memberikan pengertian dan batasan hukum perdata 

diantaranya adalah: 

1. Van Dunne berpendapat bahwa hukum perdata adalah: 

“Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat 

esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan 

keluarganya, hak milik dan perikatan.  

2. Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah: “Aturan-

aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan 

dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada 

kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat 

antara kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain 

dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama 

yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu 

lintas” 

3. Subekti, mengemukakan pendapatnya tentang hukum 

perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat 

materiel", yaitu segala hukum pokok yang mengatur 

kepentingan-kepentingan perseorangan. 

4. Soediman Kartohadiprodjo, mengemukakan bahwa hukum 

perdata (materil) adalah kesemuanya kaidah hukum yang 

HUKUM PERDATA 
 

Masna Yunita. SH.,M.Hum 
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A. Pengertian Hukum Pidana. 

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda 

tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan ius poenale dan ius 

puniendi. Ius poenale merupakan pengertian Hukum Pidana yang 

obyektif. Ius puniendi adalah Hukum Pidana yang subjektif. 

Hukum Pidana yang objektif dirumuskan oleh Simons 

sebagai “Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan 

larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum 

lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam 

derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan 

yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.14 Sementara itu 

Hazewinkel–Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, 

dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :15 

1. perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah 

ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan 

oleh lembaga negara yang berwenang; 

2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan 

alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang 

melanggar aturan-aturan tersebut; 

3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya 

peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di 

wilayah negara tertentu. 

 
14 S.R. Sianturi,1986, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-
Petehaem, Jakarta, hlm. 13 
15 Andi Zaenal Abidin, 1987, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, 
Bandung, hlm. 1 
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A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata 

ialah rangkaian peraturan – peraturan yang memuat cara 

bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara 

bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk 

melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum 

perdata.46 

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum acara 

perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana 

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 

perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan 

bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata 

materiil.47 Adapun MH Tirtaamidjaya mengatakan bahwa 

hukum acara perdata ialah akibat yang timbul dari hukum 

perdata materiil.48 

Pendapat R. Subekti, hukum acara itu mengabdi kepada 

hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan 

dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan 

penyesuaian hukum acaranya.49 Oleh karena itu, Hukum 

Perdata diikuti dengan penyesuaian Hukum Acara Perdata. 

 
46 Wirjono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung, 
hlm. 12 
47 Sudikno Mertukusumo, 2018, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma 
Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28. 
48 K. Wantjik Saleh, 1981, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
hlm. 9 
49 M. Taufiq Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 
hlm. 5. 
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A. Pengertian Hukum Acara Pidana  

Hukum acara pidana biasa juga disebut dengan hukum 

pidana formal. Undang-undang yang mengatur tentang pidana 

formil ini yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, yang dalam Pasal 285 menyatakan 

Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana. 

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum 

pidana formil disebut dengan “Strafvordering”, dalam bahasa 

Inggris disebut “Criminal Procedur Law”, dalam bahasa Perancis 

disebut “Code d’instruction Criminelle”, dan di Amerika serikat 

disebut “Criminal Procedure Rules.67 Berikut beberapa definisi 

hukum acara pidana menurut para ahli: 

1. Menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro 

“hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum 

pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-

peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah 

yang berkuasa yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan harus 

bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan 

hukum pidana.68 

2. Menurut Simon 

“Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, 

yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat 

 
67  Andi Hamzah,2004, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Cetakan ketiga, 
Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2.  
68  Wirdjono Prodjodikoro, 1967,  Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Sumur 
Bandung, hlm.13 
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A. Pendahuluan  

Hukum Ketenagakerjaan atau dahulu dikenal dengan 

istilah hukum perburuhan, yang dalam bahasa belanda disebut 

arbeidrecht79 dibentuk dan disahkan dan diberlakukan di semua 

negara secara universal, bahkan mendapat jaminan dan 

perlindungan dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), agar 

hukum perburuhan yang berlaku di negara ditegakkan dengan 

tegas.80 Lahirnya hukum perburuhan menurut Hugo Sinzheimer 

karena dalam sebuah relasi perburuhan tidak seimbang dan 

subordinat, hukum perburuhan diadakan menolak asumsi 

liberal bahwa kontrak kerja antara buruh dan majikan adalah 

selalu dihasilkan kehendak bebas. Negara melalui aturan-

aturannya, hukum yang dibentuknya wajib melakukan 

intervensi positif menyatakan keberpihakannya kepada buruh 

sebagai pihak yang lemah dalam upaya menyeimbangkan posisi 

tawar dalam relasi perburuhan.81 

Dalam memahami hukum ketenagakerjaan (hukum 

perburuhan), perlu dibatasi pada batasan-batasan pengertian 

hukum ketenagakerjaan. Beberapa ahli memberikan defenisi 

tentang hukum ketenagakerjaan (hukum perburuhan) dengan 

menitikberatkan pada aspek tertentu misalnya subjek hukum 

dan materi yang diatur dalam hukum perburuhan. Memahami 

hukum ketenagakerjan/perburuhan lebih dalam perlu 

 
79 Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi 
Nusantasa, Batu-Malang, 2020, hlm. 15. 
80 H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum 
Perburuhan),  PTIK, Jakarta, 2015, hlm. 1. 
81 Ahmad Biky, dkk, David VS Goliath (Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis 
Dibidang Perburuhan), LBH Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 90. 
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A. Pendahuluan 

Seperti kita ketahui bahwa manusia adlah makluk sosial 

yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang 

lain dan saling membutuhkan tetapi bukan berarti tidak dapat 

mandiri. Tidak dapat hidup sendiri dalam hal ini manusia hidup 

dan tergabung dalam suatu komunitas yang disebut 

masyarakat. Walaupun suatu negara yang majemuk yang terdiri 

dari banyak masyarakat yang beraneka ragam tetap tidak dapat 

hidup sendiri tetapi membutuhkan negara lain dalam hal 

interaksi baik perdagangan, keamanan, sosial dan pertukaran 

budaya. Untuk itulah dalam pergaulan dunia antar negara perlu 

pengaturan-pengaturan dalam hal ini perlu hukum untuk 

mengatur itu semua selain hukum yang berlaku pada masing-

masing negara tetapi diperlukan juga hukum dalam hal ini 

hukum internasional yang mengatur antar negara terlebih jika 

terjadi sengketa dan perselisihan. 

Hukum internasional merupakan sistem hukum yang 

berdiri sendiri (indepeden) di luar sistem hukum suatu negara 

dimana organ dalam sitem hukum internasional juga 

mempunya fungsi sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif juga 

ada fungsi keamanan seperti suatu negara dan sitem hukum 

tersebut kita kenal dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Aturan yang ada dan diputuskan dalam sistem hukum 

internasional ini dapat berpengaruh ke dalam aturan-aturan 

yang ada dalam undang-undang suatu sengara yang tergabung 

HUKUM 
INTERNASIONAL 

Dr. Ir. Yusuf Gunawan, SH, MH, MBL 
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